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MOTTO 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(Q.S AL-Baqarah: 286) 

 

“Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga 

kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini” 

 

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan 

pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 

melewatkanku” 

(Umar Bin Khattab) 
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Abstrak: Praktik pernikahan anak di bawah tangan (nikah siri) masih terjadi di 

berbagai wilayah pedesaan, termasuk di Desa Banjarsari, meskipun negara telah 

menetapkan batas usia perkawinan dan kewajiban pencatatan perkawinan. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis realitas sosial pernikahan anak di bawah tangan, 

mengkaji dampak sosial nikah siri terhadap keluarga dan anak, serta menjelaskan 

peran isbat nikah dalam proses pemulihan status sosial keluarga. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara 

mendalam, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri pada pernikahan anak tidak hanya 

menimbulkan persoalan hukum administratif, tetapi juga melahirkan dampak sosial 

berupa stigma, pembatasan peran sosial, melemahnya jaringan sosial keluarga, serta 

kerentanan psikososial dan administratif bagi anak. Ketiadaan pencatatan 

perkawinan menempatkan keluarga dalam posisi sosial yang ambigu, yang 

berpotensi mereproduksi ketimpangan sosial antargenerasi. Dalam konteks ini, isbat 

nikah berperan strategis tidak hanya sebagai mekanisme legalisasi administratif, 

tetapi juga sebagai instrumen pemulihan status sosial. Pengakuan negara melalui 

putusan isbat nikah memberikan legitimasi simbolik yang berdampak pada 

meningkatnya penerimaan sosial keluarga dan terjaminnya status hukum anak. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa isbat nikah memiliki fungsi integratif dan 

restoratif dalam merespons praktik pernikahan anak di bawah tangan. Dengan 

menempatkan isbat nikah sebagai proses pemulihan status sosial, penelitian ini 

berkontribusi pada pengayaan kajian hukum keluarga dan sosiologi hukum, 

khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan. 

 

Kata Kunci: Pernikahan Anak; Nikah Siri; Isbat Nikah; Status Sosial; 

Masyarakat Pedesaan 
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A. Pendahuluan 

 Pernikahan anak masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum 

keluarga dan dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, karena berkaitan 

dengan pelanggaran hak anak serta dipengaruhi kuat oleh faktor sosial, 

budaya, ekonomi, dan keagamaan.
1
 Meskipun Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki 

dan perempuan menjadi 19 tahun sebagai langkah strategis pencegahan 

perkawinan anak.
2
 ,praktik perkawinan di bawah umur tetap berlangsung 

melalui berbagai mekanisme, termasuk dispensasi kawin, dan secara khusus 

masih banyak ditemukan di wilayah pedesaan serta komunitas dengan 

tekanan budaya dan ekonomi yang kuat.
3
 Fenomena ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara norma hukum negara yang bersifat ideal dengan realitas 

sosial yang berkembang di masyarakat, di mana norma adat, pandangan 

keagamaan, dan praktik peradilan (seperti pemberian dispensasi) kerap kali 

lebih dominan dibandingkan ketentuan formal negara.
4
 

Salah satu bentuk praktik pernikahan anak yang kerap terjadi adalah 

pernikahan di bawah tangan (nikah siri), yaitu perkawinan yang dilakukan 

sesuai ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara.
5
 

Praktik ini sering dipilih sebagai solusi pragmatis untuk merespons tekanan 

                                                           
1 Ariyant Siska and Sekaring Ayumeida Kusnad, “Tinjauan Yuridis Tentang 

Dispensasi Perkawinan Di Indonesia” 9, no. 1 (2025): 106–16. 
2 Yuliana Yuli Wahyuningsih et al., “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” 5, no. 

September (2025). 
3 Adi Pancoko, “Analisis Sosial Dan Hukum Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dalam 

Perspektif UU Nomor 16 Tahun 2019” 04, no. 02 (2024): 164–77. 
4 Puang Mahaputri, Ma Akib, and Muryanto Lanontji, “Juridical Analysis of Child 

Marriage Tolerance on Living Habits in Society Against Marriage Law” 12, no. 1 (2025): 

233–42. 
5 Munir Subarman, “Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis,” 

n.d., 65–83. 
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sosial, seperti kehamilan di luar nikah, keinginan menghindari stigma moral, 

serta berbagai keterbatasan ekonomi dan administratif.
6
 Namun, ketiadaan 

pencatatan negara menempatkan pasangan dan anak yang dilahirkan dalam 

posisi rentan, baik secara hukum maupun sosial, antara lain kesulitan 

memperoleh akta kelahiran, akses pendidikan dan layanan publik, serta 

lemahnya perlindungan atas hak nafkah dan waris.
7
 

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa nikah siri berdampak 

pada lemahnya perlindungan hukum terhadap istri dan anak, keterbatasan 

akses administrasi kependudukan, serta munculnya stigma sosial di 

lingkungan masyarakat.
8
 Studi Windani dkk. (2025) menegaskan bahwa 

ketiadaan pencatatan perkawinan berimplikasi langsung pada ketidakpastian 

status hukum anak, khususnya dalam pemenuhan hak-hak perdata seperti 

akta kelahiran, nafkah, dan waris.
9
 Penelitian Warisni dkk. (2023) dan Fitri & 

Hassan (2025) menempatkan isbat nikah sebagai solusi hukum yang 

berfungsi memberikan kepastian hukum dan legalitas administratif bagi 

perkawinan tidak tercatat serta memperkuat perlindungan hak-hak anak.
10

 

Sementara itu, Paputungan dkk. (2024) dan Mufidah dkk. (2025) menyoroti 

peran Pengadilan Agama dalam praktik isbat nikah, terutama terkait prinsip 

                                                           
6 Yusriadi and Santi Mutiani, “Kedudukan Hukum Anak Dari Hasil Pernikahan Sirri 

Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan” 19, no. 1 (2025): 76–96. 
7 Rinrin Warisni Pribadi and Dini Dewi Heniarti, “Perkawinan Siri Kajian Itsbat 

Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan” 4, no. 2 (2025): 765–93. 
8 Sigit Siswomiharjo et al., “Analysis of Judges ’ Decisions in Marriage Isbat Cases 

According to the Perspective of Positive Law and Islamic Law ( Case Study No . 076 / Pdt . 

P / 2022 / Pa . Prob )” 04, no. 076 (2023): 30–41. 
9 Sri Windani, Indri Meiliawati, and Rizky Ayu, “Legal Protection for Children in 

Unregistered Marriages ( Nikah Siri ) in Indonesia” 12, no. April (2025): 215–23. 
10 Abd Basit and Misbachul Fitri, “Determination of Child Origins in a Siri Marriage : 

Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia,” no. 1 (2025): 1–12. 
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kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan.
11

 Berdasarkan telaah 

terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai nikah 

siri dan isbat nikah umumnya masih berfokus pada aspek normatif-yuridis, 

seperti keabsahan perkawinan, kepastian hukum, serta perlindungan hak anak 

dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dimensi 

sosial dari praktik nikah siri pada pernikahan anak-khususnya terkait stigma 

sosial, penerimaan masyarakat, dan perubahan status sosial keluarga pasca 

isbat nikah-masih relatif jarang dikaji secara empiris. Padahal, dalam konteks 

masyarakat pedesaan, dampak sosial sering kali lebih dirasakan langsung 

oleh keluarga dan anak dibandingkan aspek hukum formal. Oleh karena itu, 

penelitian ini hadir untuk mengisi celah penelitian (research gap) dengan 

menempatkan isbat nikah tidak hanya sebagai mekanisme legalisasi 

administratif, tetapi sebagai proses pemulihan status sosial dalam realitas 

sosial masyarakat pedesaan.
12

 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam 

dan kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan pernikahan anak 

dan isbat nikah tidak dapat dipahami hanya melalui data statistik, melainkan 

memerlukan penelusuran terhadap pengalaman subjektif dan dinamika sosial 

masyarakat. 

Lokasi penelitian berada di Desa Banjarsari, sebuah wilayah pedesaan 

yang masih menghadapi persoalan pernikahan anak dan nikah siri. Informan 

                                                           
11 Siska and Kusnad, “Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Perkawinan Di 

Indonesia.” 
12 Siska and Kusnad. 
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penelitian terdiri dari pasangan yang telah mengajukan dan memperoleh 

putusan isbat nikah, serta perangkat desa yang terlibat langsung dalam 

administrasi kependudukan dan pelayanan sosial. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, 

observasi terbatas, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model 

interaktif yang melibatkan proses reduksi data, penyajian data, serta 

penarikan kesimpulan secara berkelanjutan.
13

 

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik 

validasi data berupa triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi 

sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari 

pasangan pelaku isbat nikah dengan keterangan dari perangkat desa dan 

dokumen resmi yang relevan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan 

dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi 

guna memastikan konsistensi dan kredibilitas data. Validasi data juga 

diperkuat melalui pengecekan ulang temuan penelitian secara berkelanjutan 

selama proses analisis berlangsung.
14

 

 

 

C. Realitas Sosial Pernikahan Anak di Bawah Tangan di Desa 

Banjarsari 

Praktik pernikahan anak di bawah tangan di Desa Banjarsari merupakan 

fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya, kondisi 

ekonomi keluarga, serta tingkat pemahaman hukum masyarakat 

setempat.
15

 Meskipun negara telah menetapkan batas usia minimal 

                                                           
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2014), 51. 
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2014), 42–43. 
15 Jurnal Hukum et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Praktik 

Pernikahan Dini Adat Desa Golo Kondeng Kabupaten Manggarai Barat,” 2025. 
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perkawinan dan kewajiban pencatatan melalui Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal menjadi 19 tahun bagi laki-laki 

maupun perempuan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian 

masyarakat masih memandang perkawinan sebagai urusan privat dan 

keagamaan semata.
16

 Akibatnya, pencatatan perkawinan belum dianggap 

sebagai kebutuhan mendesak, terutama ketika perkawinan telah dipandang 

sah secara agama dan lebih mengikuti adat atau praktik lokal. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan perangkat Desa Banjarsari, praktik perkawinan yang 

tidak dicatatkan secara resmi masih ditemukan di masyarakat, terutama pada 

keluarga yang menikahkan anak pada usia muda karena faktor ekonomi, 

kehamilan di luar nikah, maupun keterbatasan pemahaman masyarakat 

mengenai prosedur perkawinan yang sah menurut hukum negara.
17

 

Dalam konteks masyarakat pedesaan yang bercorak komunal, praktik 

perkawinan di bawah tangan sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan 

menjaga kehormatan keluarga, menghindari aib sosial, Hal tersebut juga 

diperkuat oleh keterangan salah satu warga Desa Banjarsari yang menyatakan 

bahwa sebagian masyarakat masih menganggap perkawinan telah sah apabila 

dilakukan secara agama meskipun belum dicatatkan secara resmi di KUA.
18

 

serta keterbatasan ekonomi.
19

 Pernikahan anak kerap diposisikan sebagai 

solusi pragmatis ketika terjadi kehamilan di luar nikah atau hubungan yang 

                                                           
16 Ima Damayanti, “Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 

Revisi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Dan Penerapannya Di 

Masyarakat” 5, no. 2 (2025): 2693–2702. 
17 Wawancara dengan Perangkat Desa Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, mengenai 

praktik pernikahan anak di bawah tangan di lingkungan desa, 10 September 2025. 
18 Wawancara dengan SR, warga Desa Banjarsari, mengenai pandangan masyarakat 

terhadap praktik nikah siri, 10 Desember 2025. 
19 Bakti Budaya et al., “Perencanaan Partisipatif Menyusun Rencana Aksi 

Menanggulangi Perkawinan Usia Dini Di Temanggung , Jawa Tengah” 3, no. 1 (2020): 30–

40. 
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dianggap melanggar norma sosial, sehingga keluarga memilih menikahkan 

anak untuk menutup malu dan memulihkan kehormatan di mata 

masyarakat.
20

 Namun demikian, solusi tersebut justru melahirkan persoalan 

hukum dan sosial baru karena absennya pengakuan negara terhadap status 

perkawinan, yang berdampak pada rapuhnya perlindungan hukum bagi 

perempuan dan anak, termasuk akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan hak 

keperdataan lainnya.
21

 Selain itu, keluarga yang menjalani pernikahan di 

bawah tangan juga menghadapi berbagai kendala administratif dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan 

anak seperti akta kelahiran maupun pendaftaran sekolah.
22

 

Dalam konteks nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatat, ketiadaan 

pencatatan perkawinan menempatkan pasangan dalam posisi sosial dan 

hukum yang ambivalen.
23

 Di satu sisi, hubungan mereka dianggap sah secara 

keagamaan dan sering diterima dalam lingkungan sosial terdekat, tetapi di 

sisi lain tidak memperoleh legitimasi administratif penuh sebagai keluarga 

sah menurut hukum negara, Kondisi tersebut bahkan dapat memunculkan 

pandangan negatif atau pembicaraan dari masyarakat terhadap keluarga yang 

menjalani pernikahan siri.
24

 Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan 

                                                           
20 Zulfikri, Fitriana, and M. Amirullah, “Pernikahan Anak: Stop Jadikan Pernikahan 

Anak Alasan Kebahagian” 01, no. 02 (2024): 125–31. 
21 Muhammad Fadel Adhyputra, Ziadul Fikri, and Fika Febriana, “Efektivitas 

Penegakan Hukum Pada Pembatasan Usia Nikah Di Indonesia Dalam Perspektif Aliran 

Filsafat Sociological Jurisprudence” 7, no. 2 (2024). 
22 Wawancara dengan PS mengenai kesulitan pengurusan akta kelahiran dan 

pendaftaran sekolah anak akibat status pernikahan yang belum tercatat, Desa Banjarsari, 10 

Desember 2025. 
23 Dhea Putri Mohamad, Nur Mohamad Kasim, and Nurul Fazri Elfikri, “Juridical 

Implications Of Child Series Marriage In Pohuwato : Uncertainty Of The Status Of Mother 

And Child In The Indonesian Legal System” 3, no. 2 (2025): 1–8. 
24 Wawancara dengan PS mengenai pandangan negatif masyarakat terhadap keluarga 

dengan status nikah siri, Desa Banjarsari, 10 Desember 2025. 
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antara norma hukum negara yang mensyaratkan pencatatan sebagai syarat 

perlindungan hak-hak keperdataan dan realitas sosial yang masih 

menempatkan legalitas agama di atas legalitas administratif, yang berujung 

pada kerentanan posisi sosial serta ketidakpastian hak-hak sipil pasangan dan 

anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
25

 

 

D. Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Status Sosial 

Nikah siri pada pernikahan anak tidak hanya menimbulkan persoalan 

hukum administratif seperti ketiadaan akta nikah dan hambatan pengurusan 

akta kelahiran anak, tetapi juga melahirkan berbagai dampak sosial jangka 

panjang bagi istri, anak, dan keberlangsungan keluarga, seperti stigma, 

kerentanan ekonomi, dan ketidakpastian status dalam masyarakat.
26

 

Ketiadaan pencatatan perkawinan tidak hanya melemahkan status sosial dan 

hukum keluarga, tetapi juga berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap 

layanan publik seperti pendidikan dan administrasi kependudukan. Temuan 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan 

bahwa perkawinan yang tidak tercatat seringkali menimbulkan berbagai 

permasalahan administratif dan sosial bagi keluarga. Tidak adanya bukti 

pencatatan perkawinan menyebabkan kesulitan dalam pengurusan dokumen 

kependudukan, seperti akta kelahiran anak dan kartu keluarga, yang pada 

akhirnya dapat mempengaruhi akses anak terhadap layanan pendidikan dan 

administrasi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan 

memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum serta 

                                                           
25 Mochammad Arifin, “Tradition vs . Administration : Challenging the Cultural 

Barriers to Marriage Registration in Indonesia” 9, no. 2 (2025): 213–25. 
26 Muhammad Wildan Arrosyid, “Nikah Sirri Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan 

Keluarga ( Studi Kasus Di Desa Puspanegara , Kecamatan Citeureup )” 2, no. 4 (2023): 68–

79. 
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perlindungan terhadap hak-hak anak dalam masyarakat.
27

 Berdasarkan 

keterangan perangkat Desa Banjarsari, keluarga yang menikah secara siri 

sering mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan anak, 

khususnya akta kelahiran yang memerlukan bukti pencatatan perkawinan 

orang tua.
28

 Selain kendala administratif, nikah siri juga menimbulkan 

dampak sosial berupa munculnya pandangan negatif dari sebagian 

masyarakat terhadap keluarga yang tidak memiliki status perkawinan yang 

tercatat secara resmi. Salah satu warga Desa Banjarsari menyampaikan 

bahwa keluarga dengan status nikah siri terkadang menjadi bahan 

pembicaraan dalam lingkungan masyarakat meskipun tidak selalu 

disampaikan secara terbuka.
29

  Dalam konteks masyarakat pedesaan, status 

perkawinan memiliki makna sosial yang kuat karena berkaitan dengan 

legitimasi, penerimaan sosial, dan posisi individu dalam struktur komunitas, 

sehingga nikah siri kerap dipandang sah secara agama namun lemah dari sisi 

pengakuan negara dan akses terhadap hak-hak sipil.
30

 Oleh karena itu, untuk 

memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai bentuk-bentuk 

dampak sosial yang muncul akibat praktik nikah siri pada pernikahan anak di 

lingkungan pedesaan seperti Desa Banjarsari, temuan penelitian ini 

dirangkum dalam tabel berikut sebagai pemetaan atas konsekuensi hukum-

administratif dan sosial yang dialami keluarga dan anak.
31

  

                                                           
27 Jawa Barat and D A N Lampung, “Laporan Penelitian Infid,” 2024. 
28 Wawancara dengan Perangkat Desa Banjarsari, mengenai kesulitan administrasi 

kependudukan keluarga dengan status perkawinan tidak tercatat, 11 Desember 2025. 
29 Wawancara dengan SP warga Desa Banjarsari, mengenai stigma sosial terhadap 

keluarga dengan status nikah siri, 10 September 2025. 
30 Issn Print et al., “Antmind Review : Journal of Sharia and Legal Ethics Negotiating 

Islamic Law and State Norms in Child Marriage Practices in Coastal Indonesia” 2 (2025): 

43–55. 
31 Muhammad Iran Simbolon and M Sulaiman Ridwan, “Analisis Hukum Islam 

Terhadap Praktik Nikah Siri Di Indonesia: Studi Kritis Atas Aspek Legalitas, Perlindungan 
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Tabel 1. Dampak Sosial Nikah Siri terhadap Keluarga dan Anak di 

Desa Banjarsari 

Aspek Dampak Bentuk 

Dampak Sosial 

Subjek 

Terdampak 

Implikasi Sosial 

Status sosial keluarga Stigma sebagai 

keluarga tidak 

tertib hukum 

Suami dan istri Pembatasan peran sosial 

dan rendahnya penerimaan 

masyarakat 

Relasi sosial Menurunnya 

partisipasi dalam 

kegiatan 

kemasyarakatan 

Pasangan Eksklusi sosial dan 

melemahnya jaringan sosial 

Administrasi 

kependudukan 

Kesulitan 

memperoleh 

dokumen 

kependudukan 

Keluarga dan 

anak 

Terhambatnya akses 

layanan publik dan bantuan 

sosial 

Akses pendidikan dan 

kesehatan 

Kendala 

administrasi 

dalam layanan 

dasar 

Anak Terbatasnya pemenuhan 

hak dasar anak 

Psikososial anak Labelisasi dan 

diskriminasi 

sosial 

Anak Rasa rendah diri dan 

hambatan pembentukan 

identitas sosial 

Mobilitas sosial Keterbatasan 

peluang sosial 

jangka panjang 

Anak Potensi reproduksi 

ketimpangan sosial 

antargenerasi 

                                                                                                                                                       
Hak Perempuan, Dan Dampaknya Terhadap Tatanan Sosial,” Journal of Legal Sustainability 

2, no. 1 (2025): 31–37, https://doi.org/10.63477/jols.v2i1.239. 
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa dampak sosial nikah siri tidak 

bersifat tunggal, melainkan berlapis dan saling berkaitan antara pasangan dan 

anak, mencakup ranah hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis.
32

 Ketiadaan 

pencatatan perkawinan tidak hanya melemahkan status sosial dan hukum 

keluarga, tetapi juga berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap layanan 

publik seperti pendidikan, administrasi kependudukan, dan bantuan sosial, 

terutama karena anak kesulitan memperoleh akta kelahiran dan dokumen 

identitas lainnya.
33

 Situasi tersebut beriringan dengan munculnya stigma, 

diskriminasi, dan tekanan psikososial terhadap anak dan ibunya, yang sering 

dipersepsikan sebagai anak luar nikah atau keluarga tidak sah, sehingga 

mengalami pengucilan dan rasa malu dalam lingkungan sosial.
34

 Pola 

dampak yang saling berkaitan ini memperlihatkan bahwa nikah siri pada 

pernikahan anak berkontribusi pada terbentuknya kerentanan sosial yang 

bersifat struktural, karena posisi perempuan dan anak menjadi lemah di 

hadapan sistem hukum dan tata kelola layanan publik yang mensyaratkan 

legalitas administratif untuk pengakuan hak-hak sipil.
35

  

Dampak sosial paling awal yang dirasakan oleh pasangan dalam nikah 

siri adalah munculnya stigma sebagai keluarga yang tidak tertib hukum, yang 

memosisikan istri dan anak sebagai pihak rentan di mata masyarakat dan 

                                                           
32 Sauqi Noer Firdaus and Fadil Sj, “Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak 

Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Al- Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan 

Bangsalsari Kabupaten Jember)” 7, no. 2 (2021): 165–94, https://doi.org/10.22373/al-

ijtimaiyyah.v7i2.9726. 
33 Firdaus and Sj. 
34 Herlina et al., “Pernikahan Siri Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Identitas 

Anak” 2, no. 3 (2024). 
35 Simbolon and Ridwan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Siri Di 

Indonesia: Studi Kritis Atas Aspek Legalitas, Perlindungan Hak Perempuan, Dan 

Dampaknya Terhadap Tatanan Sosial.” 
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sistem hukum.
36

 Stigma ini tidak selalu tampak dalam bentuk penolakan 

terbuka, tetapi hadir secara laten melalui pembatasan peran sosial dan 

berkurangnya kepercayaan masyarakat, sehingga perempuan pelaku nikah 

siri kerap ditempatkan sebagai pihak yang ‘tidak sah’ dan kurang layak 

dipercaya. Kondisi tersebut mendorong pasangan untuk menarik diri dari 

aktivitas kemasyarakatan dan melemahkan jaringan sosial keluarga, yang 

dalam konteks pedesaan berarti berkurangnya akses terhadap dukungan 

sosial, baik secara ekonomi maupun emosional.
37

 

Dampak yang lebih serius dialami oleh anak yang lahir dari perkawinan 

siri. Ketiadaan atau ketidaklengkapan dokumen kependudukan—seperti akta 

kelahiran yang mensyaratkan akta nikah orang tua—berpotensi menghambat 

akses anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta program bantuan 

sosial.
38

 Di sisi lain, labelisasi sosial sebagai anak luar nikah atau anak dari 

keluarga yang tidak sah memengaruhi proses sosialisasi anak di lingkungan 

masyarakat dan sekolah, menimbulkan risiko rasa rendah diri, perlakuan 

diskriminatif, dan kesulitan membangun identitas sosial yang positif. Temuan 

mengenai hambatan administratif dan stigma ini menunjukkan bahwa praktik 

nikah siri tidak hanya berdampak pada generasi sekarang, tetapi juga 

berpotensi mereproduksi ketimpangan sosial antargenerasi melalui 

keterbatasan akses hak-hak sipil anak dan pelanggengan posisi sosial yang 

lemah.
39

 

                                                           
36 Herlina et al., “Pernikahan Siri Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Identitas 

Anak.” 
37 D A N Dampak and Dari Nikah, “Persepsi Masyarakat Karawang Timur Tentang 

Nikah Siri Dan Dampak Dari Nikah Siri” 9, no. 4 (2022): 348–59. 
38 Maqashid Vol No November- et al., “Psikologis Kepribadian Dan Sosial Anak 

Dalam Keluarga Dengan Status Perkawinan Siri” 5, no. 2 (2024). 
39 Herlina et al., “Pernikahan Siri Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Identitas 

Anak.” 
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Berbagai dampak sosial tersebut mengindikasikan bahwa persoalan 

nikah siri pada pernikahan anak tidak dapat diselesaikan hanya melalui 

pendekatan normatif-doktrinal, melainkan memerlukan mekanisme hukum 

yang memperkuat pencatatan perkawinan sekaligus memulihkan posisi sosial 

keluarga dalam struktur masyarakat, misalnya melalui reformasi kebijakan, 

penguatan layanan isbat nikah, serta peningkatan literasi hukum 

masyarakat.
40

 

 

E. Isbat Nikah sebagai Proses Pemulihan Status Sosial 

Isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat dan nikah siri dipahami 

sebagai mekanisme legalisasi administratif untuk memperoleh bukti autentik 

melalui penetapan pengadilan dan penerbitan akta nikah di KUA, sehingga 

memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak.
41

 Berdasarkan 

keterangan dari petugas KUA Kecamatan Metro Utara, pasangan yang 

menikah secara siri pada umumnya mengajukan permohonan isbat nikah 

ketika mengalami kendala administratif, seperti pengurusan akta kelahiran 

anak atau dokumen kependudukan lainnya.
42

 Setelah memperoleh penetapan 

isbat nikah dan memiliki buku nikah, pasangan dapat mengurus dokumen 

kependudukan seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak dengan lebih 

mudah. Hal ini juga disampaikan oleh perangkat Desa Banjarsari yang 

menyatakan bahwa keluarga yang telah melakukan isbat nikah cenderung 

                                                           
40 Solihan Makruf et al., “Legal Sociological Perspective on Marriage Under the Hand 

( Case Study Understanding of the Cipadung Community , Bandung City )” 5, no. 3 (2025): 

1536–44. 
41 Assy’ra, Faisal, and Fauzah Nur Aksa, “Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnnya (Studi 

Penelitian Di Kota Lhokseumawe)” 5, no. 1 (2021): 173–86. 
42 Wawancara dengan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro 

Utara, mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan mekanisme isbat nikah, 12 Desember 

2025. 
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lebih mudah dalam mengurus administrasi kependudukan serta lebih diterima 

dalam kehidupan sosial masyarakat.
43

 Namun, fungsi isbat nikah tidak 

berhenti pada aspek administrasi; penetapan pengadilan dan pencatatan resmi 

tersebut juga menghadirkan pengakuan negara yang berkontribusi pada 

pemulihan posisi hukum dan penguatan kedudukan sosial keluarga, terutama 

bagi perempuan dan anak dari perkawinan siri yang sebelumnya berada 

dalam posisi rentan dan termarginalkan.
44

 Dalam konteks masyarakat 

pedesaan, program sidang keliling dan pelayanan terpadu isbat nikah 

menunjukkan bahwa putusan pengadilan dan dokumen resmi (buku nikah, 

akta kelahiran, kartu keluarga) dimaknai bukan hanya sebagai syarat 

administrasi, tetapi juga sebagai simbol legitimasi sosial yang membuka 

akses terhadap layanan publik dan memperkuat penerimaan masyarakat 

terhadap keluarga tersebut.
45

 Dengan demikian, bagi keluarga pelaku 

pernikahan anak di bawah tangan di desa, pengakuan negara melalui isbat 

nikah memikul makna simbolik yang kuat karena menghubungkan legalitas 

formal dengan legitimasi sosial sehari-hari.
46

 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebelum memperoleh putusan 

isbat nikah, pasangan nikah siri berada dalam posisi sosial dan hukum yang 

rentan karena perkawinannya tidak diakui oleh negara, sehingga istri dan 

anak tidak memiliki jaminan kepastian hak-hak keperdataan serta 

                                                           
43 Wawancara dengan Perangkat Desa Banjarsari, mengenai perubahan status 

administrasi keluarga setelah adanya penetapan isbat nikah, 12 Desember 2025. 
44 Rifqi Kurnia Wazzan, Thohir Luth, and Hanif Nur Widhiyanti, “Itsbat Nikah : 

Legalizing Marriage Outside the Record in Indonesia” 4, no. 2 (2024). 
45 Juraida, Jamaluddin, and Ramziati, “Legal Protection For Born In Unrecorded 

Marriages (Research Studi In Nisam Antara District, North Aceh District,” 2022. 
46 Pribadi and Heniarti, “Perkawinan Siri Kajian Itsbat Nikah Dalam Perspektif 

Hukum Islam Dan Keadilan.” 



 
 

Della Marchellina S 

 

 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am  15 

menghadapi potensi diskriminasi sosial.
47

 Ketiadaan pengakuan negara 

membuat pasangan sering dipersepsikan sebagai keluarga yang belum 

sepenuhnya sah, yang pada gilirannya membatasi ruang gerak sosial mereka 

dan menghambat akses terhadap layanan hukum dan administrasi 

kependudukan seperti akta nikah, akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan 

dokumen identitas lainnya. Setelah permohonan isbat nikah dikabulkan dan 

perkawinan dicatat secara resmi, terjadi perubahan signifikan dalam relasi 

sosial pasangan dengan masyarakat karena mereka kini memiliki status 

perkawinan yang jelas dan diakui secara hukum.
48

 Pengakuan hukum yang 

diwujudkan melalui buku nikah dan dokumen kependudukan lain tidak hanya 

memberikan kepastian administratif, tetapi juga berfungsi sebagai legitimasi 

simbolik yang menghapus keraguan sosial terhadap keabsahan perkawinan 

dan memperkuat penerimaan masyarakat terhadap keluarga tersebut.
49

 

Proses pemulihan status sosial setelah perkawinan tidak tercatat atau 

nikah siri memperoleh pengakuan hukum berlangsung melalui beberapa 

mekanisme yang saling terkait. Pertama, kepastian status hukum melalui 

pencatatan perkawinan dan kepemilikan dokumen resmi (akta nikah, kartu 

keluarga, akta kelahiran) meningkatkan rasa aman, kepercayaan diri, dan 

posisi tawar pasangan dalam berinteraksi sosial karena hak-hak mereka 

                                                           
47 Sukiati, Yadi Hrahap, and Indah Amani Lubis, “Juridical Analysis Of The 
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Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” 2021, 67–73. 
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Mursalah’s Perspective” 1, no. March (2024): 1–20. 
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terlindungi secara hukum.
50

 Kedua, penerimaan sosial terhadap keluarga 

cenderung meningkat seiring diakuinya status perkawinan oleh negara; status 

“tercatat” atau “sah” dalam dokumen kependudukan dipahami masyarakat 

sebagai tanda legitimasi, sehingga mengurangi stigma dan diskriminasi yang 

sebelumnya melekat pada perkawinan tidak tercatat. Ketiga, anak yang lahir 

dari perkawinan tersebut memperoleh kepastian status hukum melalui akta 

kelahiran dan pengakuan hubungan keperdataan, yang mempermudah akses 

terhadap layanan publik (pendidikan, jaminan sosial, bantuan negara) 

sekaligus mengurangi kerentanan dan stigma sosial sebagai “anak luar nikah” 

atau “anak nikah siri”.
51

 

Dalam perspektif sosiologi hukum, temuan ini menunjukkan bahwa 

hukum tidak hanya bekerja sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga 

sebagai sarana rekayasa dan integrasi sosial, sebagaimana terlihat dari peran 

hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia dalam menata kehidupan 

keluarga dan melindungi hak-hak warga negara. Isbat nikah berfungsi 

sebagai mekanisme restoratif yang menjembatani norma agama, realitas 

sosial, dan hukum negara, dengan memberikan pengakuan hukum terhadap 

perkawinan yang secara agama sah tetapi tidak tercatat, serta 

menghubungkan kepentingan syariat (maslahah/maqāṣid al‑sharī‘ah) dengan 

kebutuhan tertib administrasi dan perlindungan hak-hak keluarga.
52

 Dengan 

demikian, isbat nikah tidak hanya menyelesaikan persoalan administratif 

                                                           
50 Nanda Zulisma Yenni, Azhari Yahya, and Muhammad Adli, “Analysis of the 

Impact of Family Card Issuance Policy on Married Couples : Legal , Social , and Economic 

Implications,” 2025. 
51 Azka Aulia Abdillah, Hamidah Siti, and Endang Sri Kawuryan, “Prosedur Ideal 

Pengakuan Bagi Anak Luar Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010” 6 (2021): 1–10. 
52 Mursalah, Aziz, and Mutakin, “International Journal of Religious and Itsbat Nikah in the 

Legality of Marriage Law in Indonesia :Maslahah Mursalah’s Perspective.” 
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seperti penerbitan buku nikah dan akta-akta kependudukan, tetapi juga 

memulihkan relasi sosial yang sebelumnya terganggu akibat ketiadaan 

pencatatan perkawinan, melalui pemenuhan hak-hak istri, anak, dan status 

keluarga yang diakui secara sosial dan yuridis.
53

 

 

F. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik 

pernikahan anak di bawah tangan di Desa Banjarsari tidak hanya 

menimbulkan persoalan administratif hukum, tetapi juga berdampak 

signifikan terhadap status sosial keluarga dan anak, seperti munculnya stigma 

sosial, keterbatasan partisipasi sosial, serta ketidakpastian identitas hukum 

anak. Dalam konteks ini, isbat nikah berperan penting tidak sekadar sebagai 

mekanisme legalisasi administratif, melainkan sebagai instrumen pemulihan 

status sosial yang memberikan pengakuan hukum sekaligus legitimasi sosial 

bagi keluarga dan anak. Melalui penetapan pengadilan, isbat nikah mampu 

memperkuat posisi sosial keluarga di tengah masyarakat serta menjamin 

perlindungan hak-hak anak secara hukum. 

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan memperkaya kajian 

hukum keluarga Islam melalui pendekatan empiris yang menekankan dimensi 

dampak sosial isbat nikah, serta kontribusi praktis sebagai rujukan bagi 

masyarakat dan pemangku kebijakan dalam upaya perlindungan keluarga dan 

anak pasca praktik nikah siri. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan 

karena berfokus pada satu lokasi penelitian dengan pendekatan kualitatif, 

sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian, 
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Hukum” 17, no. 1 (2017): 113–33. 
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menggunakan pendekatan komparatif atau kuantitatif, serta menggali lebih 

dalam peran kebijakan pemerintah dan lembaga keagamaan dalam upaya 

pencegahan pernikahan anak dan optimalisasi fungsi isbat nikah sebagai 

instrumen perlindungan sosial dan hukum. 
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